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 Abstract: This research is a literature study that explains the recruitment 
process of the State Civil Apparatus. Data were analyzed using 
qualitative descriptive analysis of the phenomenon of procedures and 
obstacles in the recruitment process. The results of the study that the 
Apparatus that follows recruitment through selection are declared 
eligible if they have the necessary knowledge, skills and abilities, because 
it is a major supporter of one's success in doing a good job, taking into 
account the existing formation. The responsibility for recruiting usually 
lies with the staffing department. This responsibility is important 
because the quality of the organization's human resources depends on 
the quality of recruitment. 
 
Abstrak: Peneltian ini merupakan studi kepustakaan yang menjelaskan 
proses rekruitmen Aparatur Sipil Negara. Data di analisis dengan 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif mengenai fenomena prosedur 
dan hambatan dalam poses rekruitmen aparatur.  Hasil penelitian 
bahwa Aparatur yang mengikuti rekrutmen melalui seleksi dinyatakan 
memenuhi syarat jika mereka memiliki pengetahuan, keahlian, dan 
kemampuan yang diperlukan, karena hal tersebut merupakan 
pendukung utama keberhasilan seseorang dalam melakukan pekerjaan 
dengan baik, dengan mempertimbangkan formasi yang ada. Tanggung 
jawab untuk merekrut biasanya terletak pada bagian kepegawaian. 
Tanggung jawab ini penting karena kualitas sumber daya manusia 
organisasi bergantung pada kualitas rekrutmen. 
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PENDAHULUAN 
Pelaksanaan rekrutmen Aparatur Sipil Negara banyak menjadi sorotan di masyarakat, 
terjadinya pro-kontra di masyarakat disebabkan kurang profesionalnya mekanisme 
penyelenggaraan rekrutmen sehingga menimbulkan tidak puasnya masyarakat. 
Sejumlah permasalahan yang muncul di masyarakat terkait dengan rekrutmen adalah 
tidak transparanya proses penyelenggaraan rekrutmen, masih adanya nuansa Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (KKN), proses rekrutmen tidak berdasarkan pada kebutuhan, 
serta adanya tekanan dan intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam proses 
rekrutmen. Sehingga memunculkan adanya sinyalemen bahwa birokrasi di Indonesia 
masih bersifat patrimonial bukan profesionalisme. 
Perwujudan tata pemerintahan yang baik dalam hal ini pengelolaan sumber daya 
manusia merupakan hal utama dalam pencapaian tujuan membangun sistem birokrasi 
yang diharapkan. Salah satu hal dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah 
melalui proses rekrutmen. Rekrutmen sendiri adalah suatu proses untuk mendapatkan 
tenaga kerja yang berkualitas dan berkompeten sesuai dengan bidangnya masing-
masing.  
Rekrutmen Aparatur Sipil Negara adalah salah satu proses kegiatan untuk menjadikan 
sistem birokrasi menjadi lebih baik asalkan ditunjang oleh sikap para Aparatur yang 
berkualitas (Masna, Sensu & Jafar, 2019). Peningkatan kualitas sumber daya manusia 
merupakan tujuan dalam strategi pemerintahan, sehingga Aparatur sebagai unsur 
aparatur negara dituntut untuk memainkan peranan penting dalam kedudukannya 
sebagai pemikir, perencana, dan pelaksana pembangunan nasional (Siahaan, 2016). 
Peran Aparatur sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan di berbagai 
bidang. Oleh karena itu, perlu diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya 
manusia yang berfungsi sebagai tenaga penggerak dalam melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang sedang 
dilaksanakan (Enceng, 2008). Sektor kepegawaian negara yang merupakan sub sistem 
dari birokrasi secara keseluruhan, belum dijadikan sebagai fokus reformasi birokrasi. 
Sebagai konsekuensinya, kualitas dan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan 
publik masih jauh dari harapan. Konsekuensi lainya adalah masih belum terciptanya 
budaya pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat (Moonti, et.al. 
2018). 
Salah satu agenda reformasi kepegawaian negara yang perlu untuk dilakukan adalah 
rekrutmen CPNS (Dharmaningtias, 2016). Hal tersebut mengingat proses pengadaan 
CPNS merupakan proses yang paling kritis dan beresiko dalam keseluruhan 
manajemen PNS. Disebut sebagai proses yang paling kritis mengingat proses tersebut 
sangat menentukan dalam membentuk profil PNS yang handal, berkualitas dan relevan 
dengan kebutuhan, organisasi atau justru sebaliknya, PNS yang kontra-produktif 
terhadap organisasi. 
Kebijakan dalam proses rekrutmen PNS antara lain terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) 
Undang-Undang No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang memuat mengenai formasi dan 
pengangkatan, sedangkan peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah No. 
54 Tahun 2003 tentang Formasi Aparatur Sipil Negara. Adapun peraturan pelaksanaan 
2 mengenai pengadaan Aparatur Sipil Negara terdapat dalam Peraturan Pemerintah 
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No. 11 Tahun 2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang 
Pengadaan Aparatur Sipil Negara. Sedangkan implementasi peraturan pengadaan 
dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 71 Tahun 2004 tentang Pengadaan 
Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2004 sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) 
menyatakan bahwa Pengadaan PNS Pusat dan Daerah untuk Tahun 2004 
pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, 
sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa Pedoman Penyelenggaraan pengadaan PNS 
untuk Pusat dan Daerah pada Tahun 2004 ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian 
Negara.  
Proses rekrutmen PNS dimulai dari penetapan formasi yang dilakukan oleh masing-
masing pemerintah pusat dan daerah, penetapan formasi ini harus mengacu pada 
formasi nasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
(Purwoko, 2011). Permasalahan yang muncul adalah tidak terpenuhinya seluruh 
formasi yang diajukan oleh masing-masing pemerintah daerah, bagi pemerintah 
daerah yang sudah lama berdiri maka akan terjadi fenomena pertambahan pegawai 
yang sifatnya pertumbuhan dikurangi sedangkan pemerintah daerah yang baru 
dimekarkan kekurangan pegawai.  
Selanjutnya setelah penempatan formasi adalah pengumuman pengadaan Calon 
Aparatur Sipil Negara (CPNS) yang diumumkan di sejumlah media lokal di pemerintah 
daerah masing-masing serta pelaksanaan pendaftaran pelamar CPNS (Yunus, 2019). 
Seluruh kewenangan dalam pelaksanaan pengumuman dan pendaftaran pelamar 3 
CPNS dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah dan pusat, sedangkan Tim 
Pelaksana Pusat Pengadaan CPNS dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian Negara 
memiliki kewenangan menetapkan tanggal pelaksanaan serta menyusun prosedur 
tetap terhadap penyelenggaran pengumuman dan pendaftaran pelamar CPNS. 
Pelaksanaan proses pengumuman pengadaan dan pendaftaran pelamar di sejumlah 
pemerintah daerah tidak mengalami permasalahan yang berarti.  
Rekruitmen merupakan proses penyeleksian yang menarik para pelamar pekerjaan 
untuk suatu pekerjaan. Proses dimulai ketika penyelenggaraan perekruitan calon 
pekerja baru (Yullyanti, 2011). Hasil-hasilnya adalah penampungan pelamar pekerjaan 
atau aplikan dari proses seleksi pekerja baru. Untuk mendapatkan calon/pelamar 
sebanyak mungkin, maka pelaksanaan rekruitmen harus dilakukan dengan berbagai 
jalan dan daya upaya yang dapat menarik perhatian, misalnya:  
1). Mencari sumber-sumber tenaga kerja yang terbaik secara terus menerus, dengan 
mengadakan hubungan erat dengan Kantor-kantor Penempatan Tenaga, 
Organisasi-organisasi Pegawai, Perguruan-perguruan Tinggi dan Sekolah-sekolah 
Kejuruan serta Kursus-kursus dan bila dipandang perlu dengan mengadakan 
pembibitan.  
2). Mencari calon-calon dari jawatan/intern organisasi sendiri dengan jalan 
mengadakan penelitian catatan-catatan dalam kartu-kartu pegawai dan file 
pribadinya. 
3). Menyediakan literatur dan bahan-bahan pengumuman yang menarik. 
4). Slides dalam bioskop, TV, artikel-artikel yang dimuat pada surat-surat kabar dan 
majalah, sandiwara radio, sayembara, kontes dan lain-lain yang dapat menarik 
perhatian.  
Berkaitan dengan aspek kepegawaian khususnya di daerah setelah berlakunya 
undang-undang otonomi daerah. Aspek rekrutmen pegawai maupun pejabat daerah 
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implikasi negatifnya di bidang kepegawaian adalah membengkaknya organisasi 
perangkat daerah pada masing-masing daerah otonom. Hal tersebut disebabkan 
karena pemerintah daerah otonom melalui bupati/walikota menentukan sendiri 
bentuk organisasinya sehingga kecenderungannya yang terjadi adalah pembengkakan 
struktur organisasi atau proliferasi yang kemudian digunakan sebagai ajang bagi-bagi 
jabatan. Hal tersebut sudah barang tentu akan menghamburkan atau menghabiskan 
anggaran Negara. 
Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah pusat melalui Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 128 ayat 2 menentukan bahwa 
“Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh pemerintah untuk provinsi 
dan oleh gubernur untuk kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan 
pemerintah”. Berdasarkan hal ini, pemerintah daerah tidak bisa seenaknya lagi 
membentuk dinas atau lembaga teknis baru. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti 
dengan penerbitan peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang mengatur 
tentang struktur organisasi tata kerja perangkat daerah di provinsi maupun 
kabupaten/kota. 
Adanya desentralisasi di bidang kepegawaian akan mendorong terjadinya efisiensi dan 
keseragaman fungsi satuan kerja perangkat daerah di provinsi, Berdasarkan latar 
belakang yang diuraikan, maka penulis akan menguraikan Prosedur Rekrutmen 
Aparatur Sipil Negara dan Hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, secara lebih 
terperinci. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Rekruitmen adalah suatu usaha mencari untuk mencari dan mendapatkan calon-calon 
pegawai yang melamar jabatan yang lowong atau kosong, guna mendapatkan sebanyak 
mungkin calon atau pelamar yang memenuhi syarat-syarat job description dan analisa 
yang diminta untuk jabatan yang lowong pada suatu organisasi (Musanef, 1986). 
Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah keseluruhan upaya-upaya untuk 
meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan 
tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, 
pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan 
pemberhentian (Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999). Tujuan 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas 
pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna (Pasal 12 ayat 
(1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999).  
Menurut UU No 43 Tahun 1999, manajemen pegawai negeri sipil tidak lagi 
menggunakan sistem sentralisasi seperti dalam pelaksanaan manajemen pegawai 
negeri sipil era UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian melainkan 
menggunakan sistem desentralisasi. Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dari 
calon pegawai diberikan jabatan dan pangkat tertentu dan ditempatkan pada unit kerja 
yang direncanakan menerima tambahan tenaga baru. Penempatan dapat dilakukan di 
lembaga pemerintahan tingkat pusat, sedangkan bagi lembaga pemerintah di daerah, 
penempatan dilakukan pada kantor-kantor pemerintah daerah provinsi dan 
kabupaten/kota (Satoto, 2004). 
Pengembangan kualitas diperlukan untuk meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil. 
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan 
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pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri 
sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu keahlian, kemampuan, dan 
keterampilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) PP No. 101 Tahun 2000 
disebutkan bahwa Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang disebut 
Diklat merupakan proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka 
meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil.  
Dalam usaha pendidikan dan pelatihan pegawai itu harus mempunyai dua macam 
orientasi (A.W. Widjaja, 2002), yaitu: a. Harus diarahkan bagi kepentingan organisasi , 
b. Harus diarahkan bagi kepentingan pegawai.  
 
METODE PENELITIAN 
Peneltian ini merupakan studi kepustakaan yang menjelaskan proses rekruitmen 
Aparatur Sipil Negara. Data di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif 
kualitatif mengenai fenomena prosedur dan hambatan dalam poses rekruitmen 
aparatur. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Prosedur Rekrutmen Dan Seleksi CPNS 
Sistem dan prosedur merupakan dwitunggal yang tak terpisahkan satu sama lain 
karena saling melengkapi. Sistem merupakan kerangka mekanisme organisasi, 
sedangkan prosedur adalah rincian dinamikanya mekanisme sistem. Ini berarti bahwa 
tanpa sistem maka prosedur tidak memiliki darat pijakan atau landasan berpijak untuk 
berkiprah, dan sebaliknya tanpa prosedur maka suatu mekanisme sistem tidak akan 
berjalan (Moenir, 1989). Demikian halnya bahwa lemahnya yang satu akan 
mengakibatkan lemahnya yang lain. Lanjut dijelaskan, prosedur sifatnya mengatur 
perbuatan orang baik kedalam (intern) maupun keluar (ekstern) sehingga harus 
dipahami oleh orangorang yang berkepentingan. 
Rekruitmen berusaha menciptakan suatu wadah bagi para calon pelamar pekerjaan. 
Sekali penampungan pelamar dikumpulkan maka disitulah proses seleksi dimulai. 
Proses ini melibatkan serangkaian langkah-langkah dengan berbagai tujuan evaluasi 
yang mana membutuhkan tambahan waktu kompleklitas terhadap proses penyewaan 
pekerja. Keterlibatan waktu dan kompleksitas dapat mengakibatkan frustasi diantara 
para pelamar yang membutuhkan pekerjaan dan operasi manajer yang membutuhkan 
pengisian lowongan kerja. 
Rekruitmen sebagai suatu proses perekrutan calon pelamar pekerjaan baik pada level 
pemerintahan maupun level organisasi perusahaan, memuat sejumlah langkah-
langkah sebagai tahapan pelaksanaan dan melibatkan sejumlah perekrut (recruiter) 
dalam seluruh proses pelaksanaannya. Bahwa dalam merekrut, pihak perekrut 
mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:  
1). Mengidentifikasi pembukaan job melalui perencanaan SDM.  
2). Perencanaan SDM terutama dapat membantu perekrut sebab ia mampu 
menunjukkan baik pembukaan pekerjaan saat ini maupun yang diharapkan 
dimasa yang akan datang.  
3). Bersifat proaktif mempelajari tiap-tiap job apa yang dibutuhkan melalui informasi 
Standar Prosedur Pelaksanaan Rekrutmen … (Suripatty) | 84 
 
 
analisis job terutama job description dan job Specification.  
4). Informasi bersifat menceritakan kepeda perekrut tentang karakteristik baik job 
maupun orang-orang yang akan mengisi job tersebut.  
5). Memperbaharui Informasi analisis job.  
6). Mempelajari persyaratan rekruimen sesuai permintaan pimpinan.  
Kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil adalah penting dan menentukan karena 
Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan 
pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional. Dari 
ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo, Undang-undang Nomor 43 Tahun 
1999, bahwa fungsi Pegawai Negeri Sipil adalah:  
1). Sebagai aparatur negara.  
2). Sebagai abdi negara.  
3). Sebagai abdi masyarakat.  
Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara bertugas membantu Presiden sebagai 
Kepala Pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, tugas melaksanakan 
peraturan perundang-undangan dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap 
peraturan perundangan ditaati masyarakat. 
Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat setiap Pegawai Negeri Sipil harus mampu 
melaksanakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat diatas kepentingan 
pribadi dan golongan. Dalam hal ini berlaku prinsip monoloyalitas yaitu mendahulukan 
kepentingan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan.  
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi Pegawai Negeri Sipil 
sangat kompleks. Hal ini dapat dilihat dari tugas yang diemban yakni 
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai 
tujuan nasional. Jadi dari sini dapat dilihat bahwa fungsi Pegawai Negeri Sipil adalah 
membantu pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan 
pembangunan yang berakibat langsung dalam pemberian pelayanan kepada 
masyarakat sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.  
Kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional 
sangat tergantung dari kesempurnaan dan kemampuan aparatur negara. Untuk 
mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan 
Undang-undang Dasar 1945 Alinea keempat, bukanlah hal ringan tetapi suatu tugas 
yang berat. Untuk itu sangat dituntut adanya Pegawai Negeri Sipil yang di samping 
setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah, juga harus 
memiliki kemampuan dan keterampilan sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi 
masyarakat.  
Menyadari hal itu, pemerintah terus-menerus berupaya untuk meningkatkan 
kemampuan dan keterampilan Pegawai Negeri Sipil agar dapat menyelenggarakan 
tugasnya masing-masing dalam melaksanakan roda pembangunan nasional. Salah satu 
bentuk upaya yang dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan keterampilan dan 
kemampuan Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah pendidikan dan latihan.  
Dalam rangka usaha menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 
pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dan berkelanjutan, dipandang 
perlu menetapkan Dasar-dasar Penyusunan Formasi bagi satuan-satuan Organisasi 
Negara.  
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Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 telah ditetapkan Pokok-pokok 
Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi satuan-satuan organisasi 
pemerintahan. Tujuan penetapan formasi adalah agar satuan-satuan organisasi negara 
dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang cukup sesuai dengan beban kerja 
yang dipikul pada satuan-satuan organisasi itu yang penetapannya ditetapkan oleh 
Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan 
aparatur negara. Dalam hal ini adalah Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.  
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai 
Negeri Sipil di dalam Pasal 2, formasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:  
a. Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat;  
Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk masing-masing satuan organisasi 
Pemerintah Pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang 
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, setelah mendapat 
pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usul dari Pejabat 
Pembina Kepegawaian Pusat. 
b. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah.  
Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk masing-masing satuan organisasi 
Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah. 
Formasi dari satuan-satuan organisasi dapat membesar atau mengecil sesuai 
dengan perkembangan dari organisasi tersebut. Membesar atau bertambahnya 
jumlah formasi dalam satuan-satuan organisasi antara lain karena untuk mencapai 
tujuan, maka organisasi tersebut perlu mengembangkan tugas-tugas pokok 
sehingga perkembangan tugas-tugas pokok akan mengakibatkan adanya 
pertambahan jumlah personil atau karena adanya perluasan dari organisasi 
tersebut yang disebabkan kemajuan-kemajuan yang dicapai organisasi tersebut 
cukup baik.  
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang 
lowong, lowongan formasi dalam satuan unit organisasi pemerintah pada umumnya 
adalah disebabkan:  
a). Adanya Pegawai Negeri Sipil yang berhenti karena pensiun, berhenti, dan lain-lain. 
b). Adanya perluasan organisasi pemerintah. 
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi yang lowong 
sehingga pengadaan Calon Pegawai Negeri sipil harus didasarkan kebutuhan, baik 
dalam arti jumlah maupun dalam arti kualitas.  
Dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil haruslah tetap dipegang teguh prinsip, 
bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk 
menjadi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berarti bahwa pengadaan Calon Pegawai Negeri 
Sipil haruslah didasarkan semata-mata atas syarat-syarat yang objektif yang telah 
ditentukan dan tidak boleh didasarkan atas dasar golongan, agama, atau ras.  
Berhubungan dengan luasnya wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan masih 
sulitnya perhubungan, maka pada dewasa ini diadakan perpaduan antara sistem 
sentralisasi dan sistem desentralisasi dalam arti bahwa penentuan norma (Qamar & 
Djanggih, 2017) dan cara ditetapkan secara terpusat sedangkan pelaksanaannya 
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didesentralisasikan. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan 
sistem sentralisasi diadakan ditingkat pusat sedangkan sistem desentralisasi diadakan 
di tingkat daerah.  
Seleksi ujian sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara tertulis dan dilaksanakan di 
masing-masing di kota ataupun di daerah, sedangkan bahan-bahan seleksi atau ujian 
disediakan oleh panitia penerimaan CPNS dan hasilnya ditetapkan oleh Menteri PAN 
dan RB atas pertimbangan Mendikbud dengan memperhatikan pendapat dari 
Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri untuk mendapat pemeriksaaan dan penentuan 
siapa yang lulus. Biasanya penetapan siapa yang diterima benar-benar sangat selektif 
berdasarkan hasil ujian yang diadakan dengan tujuan agar dapat diperoleh calon 
pegawai yang cakap mempunyai keterampilan yang tinggi dan memenuhi persyaratan 
atau kebutuhan yang telah ditentukan sehingga ia dapat dengan mudah menguasai 
bidang pekerjaan yang akan dipegangnya. Dengan demikian kriteria seleksi yang 
berkonotasi karakteristik yang harus dimiliki seseorang agar dapat melakukan 
pekerjaannya dengan berhasil, benar-benar tidak dilakukan secara diskriminatif untuk 
menghindari kesan yang kurang baik bagi pemerintah daerah. 
Dalam hal pengadaan pegawai ini tidak dikenal dalam pengangkatan pegawai harian 
yang telah bekerja sebelumnya atau dengan jalan penyisipan. Bagi yang lulus dalam 
seleksi ini merekalah yang diangkat dengan kedudukan Calon Pegawai Negeri Sipil 
dengan masa percobaan.  
Sistem penerimaan PNS di Kota Makassar sudah dilakukan secara objektif karena 
dilakukan secara terbuka dan transparan dan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi 
yang dilakukan oleh pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang disaksikan oleh 
polisi dan inspektorat Kota Makassar. Wewenang Kepala Daerah (walikota) dalam 
pengendalian PNS sejak Walikota menjabat sebagai Kepala Daerah. Walikota sebagai 
Pejabat Pembina Pegawai mengusulkan Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) dan Birokrasi berdasarkan usulan 
Calon Pegawai Negeri Sipil yang dibutuhkan di Kota Makassar. Sesudah ditetapkan 
oleh Menpan, Walikota lalu mengadakan ujian CPNS serta membentuk Tim Panitia 
CPNS.  
Penempatan CPNS dilakukan setelah dinyatakan lulus dari seleksi dan menyerahkan 
persyaratan administrasi serta diberi nomor identitas Calon Pegawai Negeri Sipil dan 
ditempatkan sesuai formasi yang diperlukan dengan memperhatikan pendidikan dan 
pengalaman yang dimilikinya. Dengan demikian penempatan kepada setiap Calon 
Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan didasarkan 
pada prinsip “the right man in the right place”. 
Mengenai kenaikan pangkat bagi ASN, dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat dilaksanakan 
berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan. 
Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat reguler diberikan kepada 
pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak 
menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu dan dipekerjakan atau 
diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan 
pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. 
Sementara Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang:  
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a). menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;  
b). menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan 
Presiden;  
c). menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;  
d) menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;  
e). diangkat menjadi pejabat negara;  
f). memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;  
g). melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau 
jabatan fungsional tertentu;  
h). telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar; 
i). dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh dil uar instansi induknya yang 
diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau 
jabatan fungsional tertentu.  
Kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan 
struktural, jabatan fungsional tertentu, atau jabatan tertentu (Jayanti, 2016) yang 
pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden diberikan dalam batas 
jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. Kenaikan pangkat 
adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri 
Sipil yang bersangkutan terhadap Negara. Selain itu, kenaikan pangkat juga 
dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih 
meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. 
Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah telah menetapkan berbagai kebijaksanaan 
peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan bagi pemerintah 
daerah dalam melaksanakan rekrutmen CPNS. Peraturan perundang-undangan yang 
tergolong relatif baru adalah Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 yang diubah 
menjadi PP No. 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri 
Sipil. PP ini merupakan tindak lanjut dari PP No. 97 tahun 2000 tentang Formasi 
Pegawai Negeri Sipil, Kemudian PP No. 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 
dan PP No 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Rosyid, 2016). 
Analisis tantangan pelaksanaan rekrutmen CPNS yang dihadapi oleh pihak 
penyelenggara/panitia pelaksana dan pengawas dari BKD difokuskan pada 4 (empat) 
aspek berikut:  
a). Motivasi  
b). Peran Kelembagaan  
c). Tekanan/intervensi  
d). Pengawasan  
Keempat aspek tersebut dianalisis berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan 
narasumber dari pertanyaan yang diajukan. Berikut adalah hasil wawancara dengan 
Staff Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemkot Makassar dalam pelaksanaan 
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rekrutmen CPNS yaitu: 
1). Sebagai pengusul formasi yang diajukan kepada Badan Kepegawaian Negara 
(BKN) dan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara atau Menpan  
2). Mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya penerimaan Calon Pegawai 
Negeri Sipil.  
3). Sebagai panitia penerima pendaftaran dalam penerimaan pegawai.  
4). Sebagai panitia pengawas dalam pelaksanaan ujian.  
5). Sebagai panitia yang mengumumkan kelulusan bagi peserta yang dinyatakan lulus.  
6). Pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP).  
7). Penetapan Surat Keterangan (SK) CPNS.  
Dalam melaksanakan tugas tersebut pasti ada beberapa hambatan yang terjadi 
sehingga menghambat pelaksanaan rekrutmen CPNS baik faktor dari dalam maupun 
dari luar. Berikut adalah pernyataan dari hasil wawancara kepada Staf Pada Bagian 
Hukum Sekretariat Daerah Pemerintahan Kota Makassar mengenai hambatan yang 
terjadi dalam rekrutmen CPNS yang berasal dari 2 (dua) faktor yaitu: 
1. Faktor Internal  
Hambatan yang terjadi dalam rekrutmen CPNS yang berasal dari dalam lingkungan 
BKD sebagai panitia adalah kurangnya anggaran dan analisis jabatan. Karena 
kurangnya APBN, anggaran buat belanja pegawai juga tidak ada sehingga 
penerimaan CPNS terhambat buat diadakan. Pemerintah Daerah wajib 
menerapkan analisis jabatan dalam melakukan penataan pegawai sesuai dengan 
aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Analisis jabatan mutlak 
diterapkan untuk mengatasi banyaknya pegawai di Pemkot Makassar yang tidak 
jelas kerjanya. Dalam penataan pegawai, Pemkot Makassar harus melakukannya 
secara merata dan tidak pandang bulu. Sehingga para CPNS benar-benar bekerja 
secara profesional dan tidak numpuk tanpa kerja yang jelas.  
2. Faktor Eksternal 
Hambatan yang terjadi dalam rekrutmen CPNS yang berasal dari luar yaitu para 
pelamarnya sendiri, seperti batas usia pelamar yang sudah melebihi yang 
ditentukan tetapi jika tempat pelamar pekerja yang berbadan hukum tidak dapat 
melengkapi persyaratan yang ditentukan, misalnya guru swasta. Perlengkapan 
dilengkapi dengan surat tugas dan dicantumkan pengalaman kerja dan SK 1. 
Banyak pelamar yang memiliki pendidikan sama, sedangkan dalam penerimaan 
dibutuhkan beberapa orang saja. 
 
KESIMPULAN 
Rekrutmen merupakan suatu upaya untuk mencari dan mendapatkan calon-calon 
aparatur yang melamar pada jabatan yang lowong atau kosong, guna mendapatkan 
sebanyak mungkin calon atau pelamar yang memenuhi syarat-syarat job description 
dan analisa yang diminta untuk jabatan yang lowong pada suatu organisasi. Rekrutan 
CPNS melalui seleksi dinyatakan memenuhi syarat apabila memiliki pengetahuan yang 
dibutuhkan, keahlian dan kemampuan, karena hal itu merupakan pendukung utama 
keberhasilan seseorang dalam melakukan pekerjaan dengan baik, serta 
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mempertimbangkan formasi yang ada. Tanggung jawab untuk merekrut biasanya ada 
di tangan departemen personalia. Tanggung jawab ini penting sebab kualitas SDM 
organisasi bergantung pada kualitas rekruitmen. Sejumlah organisasi berskala besar 
merekrut pekerja baru hampir secara terus menerus, sehingga departemen 
personalianya menggunakan spesialis didalam proses rekruitmen yang disebut 
recruiter atau perekrut. 
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